BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,
beberapa pokok penting yang peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum adalah sebuah proses meninjau atau memberikan
pendapat terhadap ragamnya sebuah pendapat tentang hukum yang ditinjau
dari kaidah, norma dan asas serta tujuan dari pada hukum itu sendiri yang
bersifat prinsip atau The Principle terhadap sebuah peraturan yang dibuat
dengan sifat yang mengikat. Asas persamaan di hadapan hukum adalah
asas yang bersifat urgent dalam negara yang menganut konsep negara
hukum. Prinsip persamaan dalam hukum atau Equality Before The Law
adalah bentuk perwujudan sebuah keadilan dalam hukum. Dalam
masyarakat yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan The Rule
Of Law, terdapat pengakuan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
Yaitu bahwa ketika berhadapan dengan hukum maka tidak ada bentuk —
bentuk diskriminatif atau pembedaan perlakuan terhadap warga negara.
Sebab semua harus dipandang sama dalam hukum. Tinjauan hukum yang
peneliti lakukan terhadap pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris adalah mengukur sejauh mana peraturan
perundang-undangan tersebut mengkristalisasi asas Equality Before The
Law. Profesi notaris sendiri adalah salah satu profesi dibidang hukum atau

Profession In The Field Of Law dan dikategorikan sebagai pejabat umum
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berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Sistem pengawasan profesi notaris dari masa ke masa
telah mengalami perubahan yang siginifikan. Awalnya sistem pengawasan
terhadap aktivitas notaris yang berhubungan langsung oleh masyaraat
umum diawasi oleh pengadilan negeri setempat dimana notaris tersebut
bertugas. Pengadilan negeri tersebut diberikan mandat untuk menjatuhkan
sanksi kepada notaris yang telah menyelewengkan kewengannya dalam
menerbitkan akta autentik kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan
pengadilan negeri tersebut dapat merekomendasikan kepada Mentri
Kehakiman untuk memecat seorang notaris apabila sanksi yang diberikan
belum memadai terhadap pelanggaran yang telah dilakukan notaris
bersangkutan. Setelah munculnya undang-undang nomor 30 tahun 2004
sebagai satuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tekait
jabatan notaris berdasarkan pasal 66 menyatakan bahwa sistem
pengawasan notaris tidk lagi berada dibawah pengadilan negeri setempat
namun berada pada Majelis Pengawas Daerah yang juga turut serta
memberikan izin kepada aparat penegak hukum ketika ada seorang notaris
yang bermasalah hukum. Namun undang-undang ini di gugat ke
Mahkamah Konstitusi dan melahirkan undang-undang penggantinya yaitu
undang-undang nomor 2 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini sistem
pengawasan dan pembinaan notaris di laksanakan olen Mahkamah
kehormatan Notaris. Pemberian izin kepada aparat penegak hukum dalam

memeriksa notaris pun melekat secara mutlak dalam kewenangan
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Mahkamah Kehormatan Notaris, hal inilah menurut peneliti tidak
berkesesuaian dengan prinsip persamaan dalam hukum. Proses
mengkristalisasi asas Equality Before The Law sebagai asas yang urgent
dalam negara hukum tidak tercemin dalam peraturan perundang-undangan
ini khususnya dalam pasal 66, sebab ada perlakuan yang berbeda ketika
memeriksa notaris yang notabennya sebagai warga negara dengan warga
negara biasa sehingga terjadilah penundaan keadian yang mengakibatkan
pengingkaran terhadap keadilan tersebut. Keikut sertaan Mahkamah
Kehormatan Notaris dalam memberikan izin kepada aparat penegak
hukum juga telah tidak sesuai dengan asas peradilan yag bebas dan
merdeka, sebab pemberian izin secara mutlak tersebut telah secara
langsung mengintervensi proses peradilan sehingga membatasi kewenagan
hakim untuk menciptkan keadaan hukum yang adil dan tertib. Selanjutnya
yang tidak berkesesuain dengan prinsip negara hukum yang terakhir
adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, proses
pemberlakuan izin persetujuan yang berbelit-belit dengan Range waktu
yang lama dapat mengakibatkan proses penegakan hukum yang berbelit-
berbelit pula sehingga kepastian hukum sangat sumir untuk dilaksanakan.
Oleh karena itu, pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Notaris ketika ditinjau secara hukum telah terjadi disafeksi norma
perundang-undangan baik secara vertikal terhadap Konsitusi maupun
secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan

lebih khusus bertentangan dengan asas Equality Before The Law serta
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asas-asas hukum yang Urgent lainnya yang menjadi prinsip dasar dari
sebuah negara yang berdasarkan konsep negara hukum.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait dengan pasal 66 Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap proses
penegakkan hukum di Indonesia dengan berdasarkan konstruksi peraturan
perundang-undangan yang ideal dalam menegakkan hukum dengan
memperhatikan tiga unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis
(kemanfaatan), dan folosofis (keadilan) secara jelas dalam pasal 66 yang
dimaksud mengaburkan ketiga unsur tersebut. Sehingga hal ini dapat
mengganggu jalannya proses hukum atau Law Making dan penegakan
hukum itu sendiri atau Law Enfroncment.

1.2 Saran
Berdasarkan temuan hasil kesimpulan diatas, peneliti merumuskan
sebagai berikut:

1. Tinjauan secara hukum terhadap pasal 66 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 berkaitan dengan adagium yang menyatakan bahwa terhadap
sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap
sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Bahwa dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas
menyatakan semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Oleh
karena itu, seharusnya Ekskutif dan Legislatif (DPR) dalam pembentukan
sebuah Undang-undang yang berhubungan langsung dengan prinsip

tersebut harus lebih berhati-hati serta lebih cermat lagi agar supaya tidak
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menimbulkan konflik dan benturan hukum dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sehingga baik proses hukum yang berjalan dan proses
penegakan hukum itu sendiri dapat dilaksanakan secara ideal dengan
mengedepankan ketertiban dan keadilan.

. Terjadinya implikasi penegakan hukum akibat penerapan Undang-Undang
Jabatan Notaris yang terbaru maka perlu segera pemerintah merevisi
Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam pasal 66, dimana
adanya frasa “dengan persetujuan” alangkah lebih baiknya diganti dengan
frasa “dengan pemberitahuan” oleh aparat penegak hukum kepada
Mahkamah Kehormatan Notaris. Hal ini dimaksudkan agar setiap proses
penegakan hukum tidak mengalami hambatan sehingga Undang-Undang
Jabatan Notaris dapat kooperatif dalam memeriksa anggota sejawat
profesinya ketika terlibat dalam permasalahan hukum serta dapat
mengoptimalkan pelbagai asas penting dalam negara yang berkonsepkan
negara hukum khususnya pengoptimalan terhadap asas Equality Before

The Law.
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